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PARADIGMA birokrasi di Indonesia perlahan namun pasti harus
terus mengalami transformasi. Keliru besar jika Aparatur Sipil
Negara (ASN) masih memosisikan dirinya layaknya kaum “priyayi”
masa lalu yang haus akan penghormatan dan merasa memiliki
kekuasaan  mutlak  di  atas  masyarakat.  Sejatinya,  hakikat
kehadiran seorang abdi negara jauh melampaui tumpukan urusan
administratif di belakang meja kerja; mereka adalah pelayan,
pelindung, sekaligus cerminan peradaban suatu bangsa.

Secara  filosofis  dan  regulasi,  identitas  ASN  telah
dikonstruksi  secara  jelas.  Mereka  memiliki  tiga  fungsi
fundamental:  sebagai  pelaksana  kebijakan  publik,  pelayan
masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. Landasan ini semakin
diperkuat dengan terinternalisasinya core values “BerAKHLAK”
yang  menuntut  setiap  abdi  negara  untuk  berorientasi  pada
pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas,
adaptasi, dan kolaborasi.
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Menjadi pelayan publik berarti harus menanggalkan ego sektoral
maupun  pribadi.  Birokrasi  pada  dasarnya  adalah  sebuah
kendaraan  operasional  negara,  dan  para  ASN  adalah  “bahan
bakar” penggeraknya. Tanpa dedikasi, empati, dan keikhlasan
untuk turun langsung mendengarkan keluh kesah warga layaknya
sebuah keluarga yang memberikan solusi, mesin birokrasi tidak
akan pernah berjalan optimal.

Tanggung jawab moral seorang ASN tidak berhenti ketika jam
kerja usai atau saat seragam dinas dilepaskan. Menjadi abdi
negara  berarti  menghibahkan  sebagian  kehidupan  pribadinya
untuk menjadi suri teladan di tengah masyarakat.

Aturan kedisiplinan pegawai secara tegas mengamanatkan bahwa
setiap ASN wajib menjaga integritas dalam sikap, tutur kata,
dan  perilaku,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  lingkungan
kedinasan.  Ketika  seseorang  telah  mengikatkan  dirinya  pada
institusi negara, ia bukan lagi sekadar individu biasa. Segala
tindak-tanduknya  akan  selalu  dilihat  sebagai  representasi
langsung dari wajah pemerintah. Oleh karena itu, standar etika
yang  melekat  pada  mereka  dituntut  jauh  lebih  tinggi
dibandingkan  masyarakat  pada  umumnya.

Dalam realitas sosial yang makin transparan di era digital,
tantangan terbesar bagi institusi pemerintahan adalah menjaga
marwah. Kesalahan persepsi yang sering muncul adalah anggapan
bahwa seorang aparatur hanya bisa ditindak jika ada laporan
hukum secara formal. Pandangan ini jelas mencederai esensi
dari etika profesi.

Pelanggaran-pelanggaran moral yang tidak masuk ke ranah pidana
seperti gaya komunikasi yang arogan terhadap warga, tindakan
indisipliner di ruang publik, hingga pelanggaran norma asusila
kerap  kali  justru  lebih  menghancurkan  legitimasi  dan
kepercayaan  masyarakat.

Masyarakat saat ini memiliki pengawasan sosial yang sangat
kuat melalui teknologi. Satu kesalahan fatal akibat hilangnya



empati dapat dengan cepat meruntuhkan reputasi institusi yang
dibangun bertahun-tahun. Oleh sebab itu, mekanisme penegakan
kode etik internal wajib dijalankan secara proaktif, bukan
reaktif menunggu viral atau adanya delik aduan pidana.

Sanksi  etik,  mulai  dari  teguran  tertulis,  penundaan  hak
kepegawaian, hingga pemberhentian dengan hormat maupun tidak
hormat,  bukanlah  bentuk  balas  dendam  institusi.  Langkah
tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban moral lembaga kepada
publik untuk membuktikan bahwa negara tidak melindungi oknum
yang mencederai amanah.

Kualitas  ASN  adalah  cerminan  langsung  dari  kualitas  suatu
negara.  Untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  prima,
pemerintah dituntut untuk tidak hanya merekrut individu dengan
kecerdasan  kognitif  yang  tinggi,  tetapi  juga  mereka  yang
memiliki kematangan emosional dan integritas moral yang tak
terbantahkan.

Pembinaan, internalisasi nilai, dan pengawasan kode etik harus
menjadi agenda yang berkesinambungan di setiap instansi. Sebab
pada akhirnya, ketika seorang ASN bercermin, bayangan yang
terpantul  bukan  sekadar  wujud  dirinya  sendiri,  melainkan
martabat dan harga diri bangsa yang sedang dilayaninya.[]


